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Menimbang

.

DAERAH D! KABUPATEN BEKASI
BUPATI BEKASI,

bahwea ssialan dengan kebijakan pemarintah berkeitan dengan
adanva beberapa kemudanan yang didapatkan oleh para investor
yang akan betinvestasi menanamkan modatnya i indenesia,
tentunya harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten DBekasi
datam penvelengoaragn pelayanan pefizinan yang cepsat

ransparan sarta tepat wakiu

bahwa Dentuk dukungan vang teiah dibuat oieh Pemerintah
Kabugaten Sekasi daiam penyelengoargan peigyanan parizinan
dimaksud saiah sstunya adalah berupa Peraturan Bupati Bakasi
MWomor 5 Tahun 2010 tentang Penvelsngoaraan Perlzinan, Non
Perizingn dan Pehmpahan Sebagian Kewenangan Uniuk
Manangan! Sebagan Uwusan Otonomi Dasrah ¢ Kabupaten
Bakasi, namun daiam pelaksansannya masih terdapat beberapa
persyaraian aoministras! yang secara prinslp sudah dapat
dipenuhl  oleh persyaraian feknis maupun  persyaratan
admiriistras! lainnya sshingga Peraturan Bupaf tersebul diafas
periu urituk ditinjau dan disesuaikan kembad;

bahwa berdasarkan pernimbangan sebagaknana itersebut pada
huryi & dan hurst D diatas, penvesuaiannva diletapkan kemball

gengan #armiusan Supall




R

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1850);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 temtang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Momor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 43 Tahun 1999 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3838}

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomaor 4844,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Labaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

Peraturan Pemerinah Nomor & Tahun 1988 tentang Koordinasi
Keglatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomaor 318);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Uriisan Pemeriniahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propins! dan Pemerintahan Daerah RKabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 4347);

9. Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia

Momor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomaor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industd (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Momar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaoar 4987},

11.Peraturan Menter Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Fedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

12. Peraturan Dasran Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi lzin
Femanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2009 Nomor 6}

13.Peraturan Daerah Kabupsten Bekasi MNomor 7 Tahun 20008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekas! Tahun 2009 Nomaor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
FERATURAN BUPAT| BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN. NON PERIZINAN DAN
FELIMF’.:QHAH SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOM! DAERAH DI KABUPATEN BEKAS|

Pasal |

Beberapa ketentuan daiam Lampiran | dan Lampiran 1| Peraturan Bupati Bekasi Nomor
& Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Neon Perizinan gan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Untuk Menanganl Sebaglan Urusan Otonomi Daerah di
Habupaten Bekasi (Berita Daesrah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5), diubah
sebagal berikut



1. Ketentuan Lampiran | Nomor Urut 184 diubah, yaitu sebagai berikut
184. Saran Teknis IMB untuk Permohonan bangunan barnu.

2. Ketentuan Lampiran || Nomor Urat 1 huruf | diubah, yvaitu-sebagal berfkut:
|. Pembearian Rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan, kecuall bagi

IMB di kawasan industri;

3. Ketentuan Lampiran || Nomor Urut € huraf ¢ dan huruf d dihapus.

Pasal Il

Peraturan Bupafi ini muial berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupatl ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pads tanggal 180 Penruard 2017
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